
  
 
 
 
 
 

BUPATI BATANG HARI 
PROVINSI JAMBI 

 
PERATURAN BUPATI BATANG HARI 

NOMOR 16 TAHUN 2018 
 

TENTANG 
 

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP 
DESA DI KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2018 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BATANG HARI, 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan 
rincian Dana Desa untuk setiap Desa; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana 
Desa Setiap Desa di Kabupaten Batang Hari Tahun 
Anggaran 2018. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam 
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 
50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2755); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran  Negara Republik Indonesia  
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5717); 

4. Peraturan........ 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5864); 

5. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang 
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 244); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang 
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
1359); 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.07/2017 
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 225/PMK.07/2017 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor : 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan 
Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970); 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 199/PMK.07/2017 
tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap 
Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa 
Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1884); 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 226/PMK.07/2017 
tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah 
Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 
2013 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 7); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 18 
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 18); 

13. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 22 Tahun 2017 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa 
(Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 
22); 

14. Peraturan.............. 
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14. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 25 Tahun 2017 
tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita 
Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 25); 

15. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 90 Tahun 2017 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Batang 
Hari Tahun 2017 Nomor 90). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN 
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI 
KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2018. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati  ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Batang Hari. 

4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui 
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam 
Negeri. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat 
APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

9. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh 
setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase 
tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara 
nasional. 

10. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status 
Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk 
miskin tinggi 

11. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah 
penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat 
kesulitan geografis Desa setiap kabupaten. 

12. Rekening................ 
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12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah 

rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati 
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh 
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 

13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat 
penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh 
penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada 
bank yang ditetapkan. 

 
BAB II 

TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA 
Pasal 2 

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 
2018,  dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:  

a. alokasi dasar;  

b. alokasi afirmasi; dan 

c. alokasi formula. 

 

Pasal 3 
Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, 
dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa 
sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan               
Nomor : 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut 
Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018. 

 

Pasal 4 
(1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b 

diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki 
jumlah penduduk miskin tinggi. 

(2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:  

AA per Desa  =   AAKab/Kota / {(2 * DST) + (1 * DT)} 

Keterangan: 

AA per Desa  =   Alokasi Afirmasi per Desa 

AAKab/kota = Alokasi Afirmasi Kab/Kota Dalam Lampiran Perpres 
mengenai Rincian APBN TA 2018 

DST  =  Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah 
penduduk miskin tinggi 

DT  = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk 
miskin tinggi 

(3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah 
penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per 
Desa. 

(4) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin 
Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan 
oleh Kementerian Keuangan. 

Pasal 5............ 
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Pasal 5 
Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung 
berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan 
indeks kesulitan geografis. 

 

Pasal 6 
Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut: 
AF Desa = {(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)} * AF Kab/Kota 

 

Keterangan: 

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa 

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk 
Desa kabupaten. 

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total 
penduduk miskin Desa kabupaten. 

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa 
kabupaten. 

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten. 

AF Kab/Kota = Alokasi Formula kabupaten. 

 

Pasal 7 
Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c 
disusun dan ditetapkan berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang 
dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang 
statistik. 

 

BAB III 
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA 

Pasal 8 
Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Batang Hari 
Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
BAB IV 

MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA 
Pasal 9 

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan dari 
RKUD ke RKD. 

(2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari 
kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD setelah persyaratan penyaluran 
telah dipenuhi. 

(3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai 
berikut : 
a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu kedua bulan 

Juni sebesar 20 % (dua puluh persen) ; dan 
 

b. tahap II ............. 
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b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat 
bulan Juni sebesar 40 % (empat puluh persen); dan 

c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40 % (empat puluh persen). 
(4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD  sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, 
dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa; 
b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 

Desa tahun anggaran sebelumnya; dan 
c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 

Desa sampai dengan tahap II. 
(5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan 

tahap II RKD  sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, menunjukkan 
rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima 
persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50% 
(lima puluh persen). 

(6) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c 
dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh 
kegiatan. 

 
BAB V 

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 
Pasal 10 

(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai bidang pelaksanaan 
pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. 

(2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk 
dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
setelah mendapat persetujuan Bupati. 

(3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat 
evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa. 

(4) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati 
memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas 
telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat telah terpenuhi. 

(5) Prioritas kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan 
masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

 

Pasal 11 
(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada 

pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang 
dibiayai dari Dana Desa. 

(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan 
secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan 
diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat 
Desa setempat. 

 
 
 
 

Pasal 12.............. 
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Pasal 12 
(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa. 

(2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana 
Desa. 

(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

 

BAB VI 
LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA 

Pasal 13 
(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output 

Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati. 

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun 
anggaran sebelumnya; dan 

b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai 
dengan tahap II. 

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran 
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling 
lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan. 

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan 
tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling 
lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan. 

(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu 
penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), 
Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian output kepada 
Bupati. 

 

BAB VII 
SANKSI 
Pasal 14 

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal: 

a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4); 

b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 
30% (tiga puluh persen); dan/atau 

c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional 
daerah. 

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 
berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya. 

(3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar 
dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana 
Desa tahap II tidak dilakukan. 

 

(4) Dalam............ 
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(4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan 

sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 
30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di 
RKUD. 

(5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna 
Anggaran Penyaluran Dana Desa. 

(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak 
dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya. 

(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh 
aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah 
terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa. 

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada 
Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna 
Anggaran Penyaluran Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. 

 

Pasal 15 
(1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal: 

a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) 
huruf a telah diterima; 

b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau 
sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan 

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah. 

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan 
berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD 
dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD. 

(3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran 
Dana Desa. 

(4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai 
Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar 
dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya. 

(5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun langgaran berikutnya 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu 
kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan 
permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari 
RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran 
Penyaluran Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun 
anggaran berjalan. 

 

Pasal 16 
(1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah 

dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih 
dari 30% (tiga puluh persen). 

(2) Pemotongan.............. 
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(2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya. 
(3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna 
Anggaran Penyaluran Dana Desa. 

 
BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 17 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Batang Hari 
Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana 
Desa Setiap Desa di Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2017 (Berita 
Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 9) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 69 Tahun 2017 tentang Perubahan 
atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara 
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Batang 
Hari Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 
Nomor 69), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 18 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai 
dengan 31 Desember 2018. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari. 

 
Ditetapkan di  : Muara Bulian 
Pada tanggal   :  

BUPATI BATANG HARI 
 

ttd 
 

SYAHIRSAH SY 
 
 
Diundangkan di :    Muara Bulian 
Pada tanggal :     
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI 
                      
                    ttd 
 
              BAKHTIAR 

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2018 NOMOR 16 
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RINCIAN  DANA DESA SETIAP DESA 

DALAM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2018 
    

NO KECAMATAN DESA 
JUMLAH                              

DANA DESA                 
SETIAP DESA 

1 2 3 4 

1 MERSAM SENGKATI KECIL         940.629.664  
2 MERSAM SENGKATI GEDANG         740.732.373  
3 MERSAM SENGKATI BARU         763.369.319  
4 MERSAM KEMBANG TANJUNG         750.526.593  
5 MERSAM MERSAM         770.947.689  
6 MERSAM BENTENG RENDAH         730.987.012  
7 MERSAM SUNGAI PUAR         719.490.899  
8 MERSAM RANTAU GEDANG         752.627.326  
9 MERSAM PEMATANG GADUNG         757.283.714  
10 MERSAM TELUK MELINTANG         687.491.203  
11 MERSAM BUKIT HARAPAN         725.321.153  
12 MERSAM BELANTI JAYA         694.512.675  
13 MERSAM TAPAH SARI         723.012.226  
14 MERSAM BUKIT KEMUNING         686.671.708  
15 MERSAM SIMPANG RANTAU GEDANG         774.946.286  
16 MERSAM TANJUNG PUTRA         675.471.960  
17 MERSAM SENGKATI MUDO         721.911.501  
18 MUARA TEMBESI JEBAK         806.192.786  
19 MUARA TEMBESI AMPELU         964.569.438  
20 MUARA TEMBESI RAMBUTAN MASAM      1.081.430.526  
21 MUARA TEMBESI RANTAU KAPAS MUDO         763.866.798  
22 MUARA TEMBESI RANTAU KAPAS TUO         803.973.923  
23 MUARA TEMBESI SUNGAI PULAI         797.204.993  
24 MUARA TEMBESI PULAU         820.069.862  
25 MUARA TEMBESI TANJUNG MARWO         751.678.977  
26 MUARA TEMBESI SUKA RAMAI         741.868.037  
27 MUARA TEMBESI AMPELU MUDO         693.324.747  
28 MUARA TEMBESI PELAYANGAN         790.468.329  
29 MUARA TEMBESI PEMATANG LIMA SUKU         769.816.333  
30 MUARA BULIAN PASAR TERUSAN         766.615.143  
31 MUARA BULIAN SIMPANG TERUSAN         822.554.705  
32 MUARA BULIAN MALAPARI         826.319.953  
33 MUARA BULIAN NAPAL SISIK         702.303.105  
34 MUARA BULIAN RAMBAHAN         768.765.557  
35 MUARA BULIAN OLAK         766.670.251  
36 MUARA BULIAN MUARO SINGOAN         757.892.174  
37 MUARA BULIAN ARO         773.067.381  
38 MUARA BULIAN RANTAU PURI         753.860.266  
39 MUARA BULIAN SUNGAI BAUNG      1.097.948.551  
40 MUARA BULIAN BAJUBANG LAUT         794.412.110  
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                            TANGGAL  : 31 JANUARI 2018 
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NO KECAMATAN DESA 
JUMLAH                              

DANA DESA           
SETIAP DESA 

1 2 3 4 

41 MUARA BULIAN SINGKAWANG         783.634.729  
42 MUARA BULIAN TENAM         830.939.599  
43 MUARA BULIAN SUNGAI BULUH         716.944.265  
44 MUARA BULIAN KILANGAN         776.230.025  
45 MUARA BULIAN PELAYANGAN         708.453.764  
46 BATIN XXIV JELUTIH         772.849.153  
47 BATIN XXIV OLAK BESAR         711.971.021  
48 BATIN XXIV AUR GADING         766.425.312  
49 BATIN XXIV PAKU AJI         721.756.519  
50 BATIN XXIV HAJRAN         770.418.233  
51 BATIN XXIV MATA GUAL         724.373.245  
52 BATIN XXIV JANGGA         803.889.881  
53 BATIN XXIV KOTO BOYO         775.563.834  
54 BATIN XXIV SIMPANG KARMEO         732.928.608  
55 BATIN XXIV KARMEO         961.621.920  
56 BATIN XXIV JANGGA BARU         814.427.710  
57 BATIN XXIV TERENTANG BARU         772.873.042  
58 BATIN XXIV BULIAN BARU         755.973.492  
59 BATIN XXIV SIMPANG JELUTIH         730.157.119  
60 BATIN XXIV SIMPANG AUR GADING         708.900.423  
61 PEMAYUNG TEBING TINGGI         814.856.466  
62 PEMAYUNG SERASAH         789.898.075  
63 PEMAYUNG LUBUK RUSO         989.150.685  
64 PEMAYUNG KUAP         719.413.024  
65 PEMAYUNG SENANING         726.717.956  
66 PEMAYUNG KUBU KANDANG         726.671.332  
67 PEMAYUNG TURE         757.898.066  
68 PEMAYUNG PULAU BETUNG         769.475.819  
69 PEMAYUNG LOPAK AUR      1.021.136.090  
70 PEMAYUNG SELAT         825.109.113  
71 PEMAYUNG TELUK      1.066.176.302  
72 PEMAYUNG PULAU RAMAN         714.114.609  
73 PEMAYUNG KAOS         756.361.124  
74 PEMAYUNG SIMPANG KUBU KANDANG         700.549.706  
75 PEMAYUNG AWIN         772.013.044  
76 PEMAYUNG OLAK RAMBAHAN         934.698.542  
77 PEMAYUNG TELUK KETAPANG         814.908.971  
78 PEMAYUNG KAMPUNG PULAU         728.467.978  
79 MARO SEBO ULU BATU SAWAR         738.773.450  
80 MARO SEBO ULU PENINJAUAN      1.174.345.914  
81 MARO SEBO ULU TELUK LEBAN         850.285.415  
82 MARO SEBO ULU KAMPUNG BARU      1.051.184.253  
83 MARO SEBO ULU RENGAS IX         746.599.457  
84 MARO SEBO ULU KEMBANG SERI         987.254.308  
85 MARO SEBO ULU BULUH KASAB         834.134.990  
86 MARO SEBO ULU TEBING TINGGI      1.027.588.414  
87 MARO SEBO ULU OLAK KEMANG         748.518.065  
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NO KECAMATAN DESA 
JUMLAH                              

DANA DESA                                  
SETIAP DESA 

1 2 3 4 

88 MARO SEBO ULU PADANG KELAPO         805.573.238  
89 MARO SEBO ULU SUNGAI LINGKAR      1.247.131.474  
90 MARO SEBO ULU SUNGAI RUAN ULU         925.445.643  
91 MARO SEBO ULU SUNGAI RUAN ILIR      1.268.976.325  
92 MARO SEBO ULU RAWA MEKAR         771.211.732  
93 MARO SEBO ULU MEKAR SARI         759.959.234  
94 MARO SEBO ULU KEMBANG SERI BARU         809.549.077  
95 BAJUBANG BUNGKU      1.347.074.887  
96 BAJUBANG POMPA AIR      1.026.119.012  
97 BAJUBANG LADANG PERIS         823.077.186  
98 BAJUBANG PENEROKAN         831.191.975  
99 BAJUBANG PETAJEN         763.763.761  

100 BAJUBANG BATIN         806.740.583  
101 BAJUBANG MEKAR JAYA         724.937.392  
102 BAJUBANG SUNGKAI         733.240.581  
103 BAJUBANG MEKAR SARI NES         707.268.463  
104 MARO SEBO ILIR BULIAN JAYA         742.296.028  
105 MARO SEBO ILIR TIDAR KURANJI         727.636.883  
106 MARO SEBO ILIR KEHIDUPAN BARU         727.999.017  
107 MARO SEBO ILIR BUKIT SARI         732.652.568  
108 MARO SEBO ILIR KARYA MUKTI         729.331.228  
109 MARO SEBO ILIR TERUSAN         798.263.289  
110 MARO SEBO ILIR DANAU EMBAT         782.224.116  

TOTAL  88.949.104.000  
     
     

 
BUPATI BATANG HARI 

 
ttd 
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LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BATANG HARI 
  NOMOR : 16 TAHUN 2018 
  TANGGAL : 31 JANUARI 2018 

Pembahasan Senin 29 Sept 2014 
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 

TAHUN ANGGARAN 2018 
 
1. Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa  

UU Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia 
serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, 
pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi 
lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara 
berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang dapat dibiayai 
Dana Desa adalah sebagai berikut:  

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 
prasarana Desa  

1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 
dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:  

a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;  

b) penerangan lingkungan pemukiman;  

c) pedestrian;  

d) drainase;  

e) selokan;  

f) tempat pembuangan sampah;  

g) gerobak sampah;  

h) kendaraan pengangkut sampah; 

i) mesin pengolah sampah; dan 

j) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai 
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 
prasarana transportasi, antara lain:  

a) tambatan perahu;  

b) jalan pemukiman;  

c) jalan poros Desa;  

d) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;  

e) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;  

f) jembatan Desa;  

g) gorong-gorong;  

h) terminal Desa; dan  

i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.  

3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 
dan prasarana energi, antara lain:  

a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;  

b) pembangkit listrik tenaga diesel;  
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c) pembangkit listrik tenaga matahari;  

d) instalasi biogas;  

e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan  

f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan 
Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.  

4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan 
prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:  

a) jaringan internet untuk warga Desa;  

b) website Desa;  

c) peralatan pengeras suara (loudspeaker);  
d) telepon umum;  

e) radio Single Side Band (SSB); dan  

f) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.  

b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar  

1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 
prasarana kesehatan, antara lain:  

a) air bersih berskala Desa;  

b) sanitasi lingkungan;  

c) jambanisasi;  

d) mandi, cuci, kakus (MCK);  

e) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;  

f) alat bantu penyandang disabilitas;  

g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;  

h) balai pengobatan;  

i) posyandu;  

j) poskesdes/polindes;  

k) posbindu;  

l) reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan; dan  

m) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 
prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:  

a) taman bacaan masyarakat;  

b) bangunan Pendidikan Aanak Usia Dini;  

c) buku dan peralatan belajar Pendidikan Aanak Usia Dini lainnya;  

d) wahana permainan anak di Pendidikan Aanak Usia Dini;  

e) taman belajar keagamaan;  

f) bangunan perpustakaan Desa;  

g) buku/bahan bacaan;  

h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;  

i) sanggar seni;  

j) film dokumenter;  
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k) peralatan kesenian; dan  

l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai 
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.  

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 
prasarana usaha ekonomi Desa  

1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 
prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan 
usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada 
pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau 
produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:  

a) bendungan berskala kecil;  

b) pembangunan atau perbaikan embung;  

c) irigasi Desa;  

d) percetakan lahan pertanian;  

e) kolam ikan;  

f) kapal penangkap ikan;  

g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;  

h) tambak garam;  

i) kandang ternak;  

j) mesin pakan ternak;  

k) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan  

l) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.  

2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan 
prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan 
usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan 
kawasan perdesaan, antara lain:  

a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, 
kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;  

b) lumbung Desa;  

c) gudang pendingin (cold storage); dan  

d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang 
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa.  

3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan 
prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada 
pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau 
produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:  

a) mesin jahit;  

b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;  

c) mesin bubut untuk mebeler; dan  

d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai 
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.  
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4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan 
prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan 
kawasan perdesaan, antara lain: 

a) pasar Desa;  

b) pasar sayur;  

c) pasar hewan;  

d) tempat pelelangan ikan;  

e) toko online;  

f) gudang barang; dan  

g) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.  

5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan 
prasarana Desa Wisata, antara lain:  

a) pondok wisata;  

b) panggung hiburan;  

c) kios cenderamata;  

d) kios warung makan;  

e) wahana permainan anak;  

f) wahana permainan outbound;  

g) taman rekreasi;  

h) tempat penjualan tiket;  

i) rumah penginapan;  

j) angkutan wisata; dan  

k) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.  

6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan 
prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang 
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan 
desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:  

a) penggilingan padi;  

b) peraut kelapa;  

c) penepung biji-bijian;  

d) pencacah pakan ternak;  

e) sangrai kopi;  

f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;  

g) pompa air;  

h) traktor mini; dan  

i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa 
dan diputuskan dalam musyawarah Desa.  

d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 
prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:  

1) pembuatan terasering;  

2) kolam untuk mata air;  
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3) plesengan sungai;  

4) pencegahan abrasi pantai; dan  

5) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang 
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah 
Desa.  

e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 
prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar 
biasa lainnya yang meliputi:  

1) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;  

2) pembangunan gedung pengungsian;  

3) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;  

4) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena 
bencana alam; dan  

5) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai 
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.  

 

2. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.  
Undang-undang Desa menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa 
merupakan perwujudan kemandirian Desa dalam melakukan gerakan 
bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, lembaga 
kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan 
lingkungan. Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui upaya 
pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan 
meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, 
kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, 
program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah 
dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan 
masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:   

a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar 

1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:  

a) penyediaan air bersih;  

b) pelayanan kesehatan lingkungan;  

c) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti 
penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, 
hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;;  

d) bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;  

e) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk 
peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;  

f) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan 
anak dan perlindungan Anak;  

g) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;  

h) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, 
nifas dan menyusui;  

i) pengobatan untuk lansia;  

j) keluarga berencana;  

k) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;  

l) pelatihan kader kesehatan masyarakat;  
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m) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan 
perlindungan Anak;  

n) pelatihan pangan yang sehat dan aman;  

o) pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan  

p) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya 
yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa.  

2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara 
lain:  

a) bantuan insentif guru PAUD;  

b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;  

c) penyelenggaraan pelatihan kerja;  

d) penyelengaraan kursus seni budaya;  

e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;  

f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan  

g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang 
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa.  

b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan 
teknis dan sumber daya lokal yang tersedia. 

1) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:  

a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;  

b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan  

c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.  

2) pengelolaan transportasi Desa, antara lain:  

a) pengelolaan terminal Desa;  

b) pengelolaan tambatan perahu; dan  

c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan 
Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.  

3) pengembangan energi terbarukan, antara lain:  

a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;  

b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;  

c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;  

d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan  

e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.  

4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:  

a) sistem informasi Desa;  

b) koran Desa;  

c) website Desa;  

d) radio komunitas; dan  

e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.  
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c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan 
prasarana ekonomi  

1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan 
usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan 
kawasan perdesaan, antara lain:  

a) pembibitan tanaman pangan;  

b) pembibitan tanaman keras;  

c) pengadaan pupuk;  

d) pembenihan ikan air tawar;  

e) pengelolaan usaha hutan Desa; 

f) pengelolaan usaha hutan sosial; 

g) pengadaan bibit/induk ternak;  

h) inseminasi buatan;  

i) pengadaan pakan ternak; dan  

j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai 
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.  

2) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan 
dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan 
kawasan perdesaan, antara lain:  

a) tepung tapioka;  

b) kerupuk;  

c) keripik jamur;  

d) keripik jagung;  

e) ikan asin;  

f) abon sapi;  

g) susu sapi;  

h) kopi;  

i) coklat;  

j) karet; dan  

k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan 
Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.  

3) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada 
pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau 
produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:  

a) meubelair kayu dan rotan,  

b) alat-alat rumah tangga,  

c) pakaian jadi/konveksi  

d) kerajinan tangan;  

e) kain tenun;  

f) kain batik;  

g) bengkel kendaraan bermotor;  

h) pedagang di pasar;  



- 20 - 
 

i) pedagang pengepul; dan  

j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.  

4) pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, 
antara lain:  

a) pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;  

b) penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;  

c) penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; 
dan  

d) kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama 
lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam 
musyawarah Desa.  

5) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang 
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan 
desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:  

a) pengelolaan hutan Desa;  

b) pengelolaan hutan Adat;  

c) industri air minum;  

d) industri pariwisata Desa;  

e) industri pengolahan ikan; dan  

f) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa 
diputuskan dalam musyawarah Desa.  

6) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang 
difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:  

a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;  

b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;  

c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan  

d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang 
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa.  

7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau 
koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan 
produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, 
antara lain:  

a) hutan kemasyarakatan;  

b) hutan tanaman rakyat;  

c) kemitraan kehutanan;  

d) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;  

e) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha 
ekonomi masyarakat; dan  

f) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang 
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa.  

8) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk 
kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan 
kawasan perdesaan, antara lain:  
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a) sosialisasi TTG;  

b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa  

c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber 
energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan 
komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan  

d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.  

9) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha 
ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan 
kawasan perdesaan, antara lain:  

a) penyediaan informasi harga/pasar;  

b) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat 
dan/atau koperasi;  

c) kerjasama perdagangan antar Desa;  

d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan  

e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan 
Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.  

d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana 
serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:  

1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;  

2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;  

3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan  

4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan 
kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.  

e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:  

1) pembibitan pohon langka;  

2) reboisasi;  

3) rehabilitasi lahan gambut;  

4) pembersihan daerah aliran sungai;  

5) pemeliharaan hutan bakau;  

6) perlindungan terumbu karang; dan  

7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang 
diputuskan dalam musyawarah Desa.  

f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang 
demokratis dan berkeadilan sosial  

1) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan 
pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, 
antara lain:  

a) pengembangan sistem informasi Desa;  

b) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; 
dan  

c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang 
diputuskan dalam musyawarah Desa.  

2) mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara 
berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan 
sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:  
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a) penyusunan arah pengembangan Desa;  

b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang 
berkelanjutan; dan  

c) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan 
dalam musyawarah Desa.  

3) menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, 
potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:  

a) pendataan potensi dan aset Desa;  

b) penyusunan profil Desa/data Desa;  

c) penyusunan peta aset Desa; dan  

d) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan 
dalam musyawarah Desa.  

4) menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada 
kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan 
kelompok marginal, antara lain:  

a) sosialisasi penggunaan dana Desa;  

b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga 
disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;  

c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, 
perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan  

d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang 
diputuskan dalam musyawarah Desa.  

5) mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam 
pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, 
antara lain:  

a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa 
berbasis data digital;  

b) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk 
publik;  

c) pengembangan sistem informasi Desa; dan  

d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang 
diputuskan dalam musyawarah Desa.  

6) mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa 
yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :  

a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal 
strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;  

b) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan  

c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang 
diputuskan dalam musyawarah Desa.  

7) melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan 
pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan 
di Desa. 

8) menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya 
manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi 
Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk 
unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara 
lain:  
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a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil 
dan perdagangan;  

b) pelatihan teknologi tepat guna;  

c) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa sesuai 
kondisi Desa; dan  

d) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung 
pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau 
produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan 
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.  

9) melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara 
partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:  

a) pemantauan berbasis komunitas;  

b) audit berbasis komunitas;  

c) pengembangan unit pengaduan di Desa;  

d) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk 
penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;  

e) pengembangan kapasitas paralegal Desa;  

f) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan 
serah terima hasil pembangunan Desa; dan  

g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang 
diputuskan dalam musyawarah Desa.  
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